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bahwa Pegawai Negeri

kepalh desa setelah

instansi induknya;

Sipil dapat mencalorrkan diri sebagai calon

rnendapatkan izin tertulis dari pimpinan

1.

2.

3.

4.

BUPATI SLEI\{AN

PERATURAI"I BU PATI SLEMAN

NOMORtrGTAHUN 2OO7

TENTANG

PEMBERIAN ]ZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG MENCALONKAN DIRI,SEBAGAI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Pet'aturan Bupati tentang Pemberian

lzin bagi Pegawai Negeri Sipil yarrg Merrcalonkan Diri menjadi

Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Norrtor 32 Tahtrn 1950;

Undang-Undang Nonror B Tahun 197t', tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah ditrbah dengan Undang-Undang

Nomor43Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas undang-Undang Nomor 32 Tahrrn 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

Peratrrran Pemerintah Nomor T2Tahun 2005 tentang Desa'
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SLEI\4AN TENTAI{G PEMBERIAN IZIN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI

KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAru UUUN/l

Pasal 1

Bupati ini yang dimaksud dengan:

Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri sipil

Kabupaten Slenran.

perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang

jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

dari sekretariat daerah, sektetariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

dan kelurahan sesuaidengan kebutuhan daerah

Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan

ian Daerah Kabupaten Sleman.

#hh izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada PNS yang

diri menjadi kepala desa.

BAB II

IZIN

Pasal 2

I

PNS yang mencalonkan diri menjadi kepala desa wajib memperoleh izin tertulis

epati.

pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali masaSagaimana dimaksud

kepala desa.

Pasal 3

n*npahxan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam

Sekretaris Daerah.
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BAB III

PERSYARATN N

Pasal 4

;: ::berikan kepada PNS yang telah mdmenuhi persyarata"r sebagai berikut:

-r-'sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh ) tahun;

r'--yai pangkat/golongan serendah-rendalrnya Pengatur Muda Tingkat I, ll/b;

r'--yai masa kerja sebagai PNS di lingklrngan Pemerintalr Kabupaten Sleman

r-r-.3-kurangnya 5 (lima) tahun;

:e:ang mendudukijabatan struktural dan atau jabatan fungsional;

-enriliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapat hukuman disiplin

:,edang dan/atau disiplin tingkat berat;

rr: <ompetensi sebagai kepala desa;

: dukungan sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) orang warga masyarakat yang

rlai hak pilih di desa yang menyelenggarakan pemilihan;

:trS yang telah memenuhi syarat untuk berhenti dengan hak pensiun harus

:':-*an diri dari PNS.

BAB IV

PROSE'DUR PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

-e^gajukan perrnohonan izin kepada Bupati ntelalui Kepala BKD paling lambat

;E- rari kerja sebelum pendaftaran bakal calon kepala desa-

:r,:-an izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan

$ffirr-,i. sah surat kenaikan pangkat terakhir;

:umla- rwayat hidup;

ull.ll,rcr :ernyataan bahwa belum pernalr ntendapat httktttttatr disiplitt,

mum'ekomendasi dai $epala organisasi perangkat daerah yang membawahi;

ffi/lr-ff:ennohonan mengundurkan diri sebagai PNS apabila telah nremenuhi syarat

i dengan hak pensiun;

nama yang disertai dengan foiokopi Kartu Tanda PendLtduk warga

.?-3K?t yang mendukung sebagai ilakal calon l<epala desa.

Pasal 0

:e-"ohonan izin yang telal-r lengkap dan benar selanjr.rtrrya diteliti oleh Kepala
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*:.2'a BKD melaporkan hasil penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

*::ja Brrpati sebagai bahan pertimbang'An pemberian izitt.

' BAtsV

KETENI'l i,'i\i\.i f:r':ir/".'1 i i i AN

telah diterbitkan sebelum

Pasal 7

berlakrrnya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap

;::r .,ang telah diterbitkan bagi Kepala Desa yang

:rrgr---^"t*"n Undang-Un'Jang Nomor 22 tahun '1999

rlln- -rdang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

lill-".-" ' (satu) kali rnasa jabatan.

pada saat ini masih menjabat

terriang Pemerintahan Daerah

Pemerintalran Daerah, berlaku

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal B

3.rpati ini nnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

trm*a. oiang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.rg'un Peraturan Bupati ini

he-:a Daerah Kabupaten Sleman.,
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